KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK
NOMOR : 54/Kpts/ KPU-Kota-011.329181/2015

TENTANG

PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU
Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan
pengundian nomor urut Pasangan Calon yang telah
ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2)

dalam rapat pleno;

b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (2) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
Rapat pleno KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihadiri oleh: a. Pasangan Calon; b. wakil Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan Calon; c.
Pasangan Calon perseorangan; d. Tim Kampanye; e. Bawaslu
Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota; f. media massa; dan g.

tokoh masyarakat;

c. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: 337 /BA/VIII/2015
tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon
Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Depok Tahun
2015, telah ditetapkan Nomor Urut dan Daftar Pasangan
Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok
Tahun 2015;

d. bahwa ...
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bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, b dan c¢, perlu menetapkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kota Depok tentang Penetapan Pasangan
Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok
Tahun 2015.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah
Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembar Negara Republik

Indonesia Nomor 3828);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5189);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan
Umum Angota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5316);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588)
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5678);

6. Peraturan ...
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Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Komisi Pemiliran Umum
Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah
terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
01 Tahun 2010;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015
tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015
tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan
Wakil Walikota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015
tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota;

Keputusan KPU Kota Depok Nomor : 14/Kpts/KPU-Kota-
011.329181/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum,
Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, dan
Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Depok dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Tahun 2014;

Keputusan KPU Kota Depok Nomor : 04/Kpts/KPU-Kota-
011.329181/2015 tentang Penetapan Hari Pemungutan
Suara Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota Depok Tahun 2015;

Keputusan KPU Kota Depok Nomor : 05/Kpts/KPU-Kota-
011.329181/2015 tentang Penetapan Pedoman Teknis
Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015;

14. Keputusan ...
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14. Keputusan KPU Kota Depok Nomor : 08/Kpts/KPU-Kota-
011.329181/2015 tentang Penetapan Syarat Jumlah
Dukungan Dan Sebaran Wilayah Kecamatan Dalam
Pencalonan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Walikota
dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015;

15. Keputusan KPU Kota Depok Nomor : 14/Kpts/KPU-Kota-
011.329181/2015 tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan
Untuk Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015;

16. Keputusan KPU Kota Depok Nomor : 16/Kpts/KPU-Kota-
011.329181/2015 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pada
Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
Depok Tahun 2015, sebagaimana diubah dengan Keputusan
KPU Kota Depok Nomor: 42 /Kpts/KPU-Kota-
011.329181/2015;

17. Keputusan KPU Kota Depok Nomor: 53/Kpts/ KPU-Kot:
011.329181/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Pesert
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015.

1. Berita Acara Nomor: 335/BA/VIII/2015 tentang Hasil Rapat
Koordinasi Antara KPU Kota Depok dengan Liaison Officer (LO)/
Penghubung Pasangan Calon mengenai Penulisan Nama
Lengkap, Gelar Akademik, Gelar Sosial/adat, dan/atau Gelar
Keagamaan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota
Depok Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok
Tahun 2015.

2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 337/BA/VII[/2015 tentang
Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK
TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN
CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA DEPOK TAHUN 2015

Menetapkan nomor urut pasangan calon DIMAS OKY NUGROHO
dan BABAI SUHAIMI, SE sebagai Pasangan Calon Peserta
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015 dengan
nomor urut 1 (satu);

Menetapkan nomor urut pasangan calon KH. Dr. MOHAMMAD
IDRIS, MA dan PRADI SUPRIATNA sebagai Pasangan Calon Peserta
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015 dengan
nomor urut 2 (dua);

KETIGA ...
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Menetapkan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota
dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015 sebagai berikut :

1. DIMAS OKY NUGROHO dan BABAI SUHAIMI, SE; dan
2. KH. Dr. MOHAMMAD IDRIS, MA dan PRADI SUPRIATNA.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada
kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 25 Agustus 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK

Ttd.
TITIK NURHAYATI



